GUBERNUR I

?ERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR . = 2 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAN’I‘UA'
REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA S

DENGAN R}AHMA;I‘ TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pembagian urusan 'pemeuntahaﬂ
bidang  perumahan dan  kawasan permulﬁman_
sebagaimana tercantum dalam Lampﬁ*an I hu :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun- 2014« :
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebe D, :
kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undan_ Nomo
1 Tahun 2021 tentang ‘Hubungan Keuangan-__-_ 1t
Pemerintah-  Pusat  dan = . Pemerintahan - Daer:
menyebutkan bahwa kewenangan Pemermtah Provins
dibzdang perumaham dan kawasam permuklman E_.zm‘i:s;ﬁ'

berupa penyediaan .. dan rehabxhta&n ruma
bencana Provinsi; el
b. bahwa penandguiangan bencaﬂa merupakazi-"
rangkaian kegiatan  yang: berszfat pr@ventlf- tangt
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi :
diselenggarakan secara cepat dan efektif sehm L)
dibuat payung hukum berupa Petunjuk Telqns”_-Pe_mbe

Akibat Bencana dalam bentuk Peraturan Gub
¢. bahwa untuk membantu: mermgankan beban syaraka
korban bencana dan memulihkan kegiatan perekoﬁ
masyarakat akibat bencana, perlu memberikan ba_ 1
secara cepat  dan - tepat bagl korbam be unt
rehabilitas 1L§mah masyarakat o :

Peraturan Gubemﬂr iemang Petun}uk Ték_ms Pembemm
dan Penetapan Besaran dan Bantuan Rehablhtasa Rumah
Akibat Bencana ch Provms1 Kahmantan Ba:ra‘i: e

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-—Undang Dasa1 Ne aia Republik
Indonesia Tahun 1945 :




Undang- Undang Namor Tahuﬁ
Perumahan dan Kawasan Pem1uk1man (Lembara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. Ty
Lembaran =~ Negara Republik Indonesia Nm
sebagalmaﬁa ‘teiah dzubah dengan Undar;g« 1

Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 65’?’ 3)
Undang-Undang - Nomm 12 Tahun 201:1_'

Nomor 15 Tahun 2011 ieniang Perubahan
Undang Nomor 12" - Tahun 2011 tent&m_
Peraturan Pel undang~Undangan :

Undang—Uﬁdang Nomor. 23 Tahun - 2014
Pemerintahan —Daerah - (Lembalan Negar___
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tamb_
Negara Repubhl«: Indo:nesza Nomar 558’?)

Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Le
Repubhk Indones1a NOI‘].‘IC}I‘ 6'780) S

Negara Repubhk Indonesza Nomor 617‘ 8)
Peraturan Pemerintah Nomor' 12 Tahun 201
Pengelolaan = Keuangan- Daerah (Lembar '
Repubhk Indcnesm 'I‘a‘nun 2019 Nc)mor 42’=

sebagmmana ieiah dzubah dengan Pemt'
Dalam- Negeﬂ Nomor 120 Tahun 2018 tenta

(Berita Negara Indonesm"

Repubhk
Nomior 157}; :




10. Peraturan I\/}ienter}, Dalam Negem Namcu 77 iahun 2920" S
Tentang Petunjuk Teknis Peingelolaan Ixeuangan Daemﬁi'z.i*
(Berita Negara Republik Indomesm Tahun 2(}201-_5__-_'-.3- R
Nomor 1781};

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tabun 2014 ten‘tang Renca:aa_
Tata Ruang Wilayah Provinsi: Kalimantan Barat: ’Fahun“f- e
2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah“f._;ﬁ e
Provinsi Kalimantan Barat Nomior a8y, EEE

12. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2021 Tei‘ztang?ﬁf:-_ﬁ S
Pedoman Pemberian Hibah dan - Bantuan ‘Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan;;a-_'-:" '
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita . Daerah Provm gl
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 151) S e

MEMUTUS KAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PE’I‘UNJUK TEKN}SQ
PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAN’I‘UAN__
REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA. Fi

BAB1 E
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. : P S
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur  sebagai: unsur penyeienggar'
pemerintahan daerah vang memunpm pelaksanaan urusan pemermtah
vang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kahmemtan Bam‘t B
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. ' IR Lk
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: yang selanju‘tny
disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang memb1dang1 Perumaha_n an.
Kawasan Permukiman di Provinsi Kalimantan Barat. - S _
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan :
Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. e
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yanﬁ‘ seiangutnya dlsmgkatf

peristiwa atau serangkaian perxsﬁwa yang dzsebabkan oieh afia_
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus baﬁﬁr kekexmgan
angin topan/puting beliung dan 'La;ﬁah longsor i

yvang layalt huni, sarana pembmaan keluar ga cmmman haul«ié
martabat penghunmya serta aset bagi pemzlzknya '

pejabat

yang bertanggung atas
Barang/Jasa. i

11.Rencana Anggaran Biaya yang Selanjutnya dasmgkat RAE ad
dokumen yang memuat informasi uraian: pekeljaaﬁ, vclum .fdam h g"
satuan bahan bangunan yang diajukan ‘oleh penerima ban‘tuan ‘sebaga
dasar pengadaan Barang dan Jasa oleh Dinas Perumahan Rakyat dan_.;._

Kawasan Permukiman Provznsl Kahmemtan E&u a‘t

jawab pelaksanaan :

HARG FREATGEAT DAERAL -
HURUH FEMBARARBA ¢

: = e

.mmmm- : ._f&zﬂmm'g'_; q




12. Upah Minimum Provinsi yaﬁg selanjutnya dzsmgkat UMP ada}ah 1pa1
minimum yang berlaku di seluruh wilayah promnsz SRS S

. Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dunaksudkan sebagaz pedoman pemermtah
daerah untuk membantu mermgankan beban ‘masyarakat ke
bencana program Pemerintalh Daerah © -dan memuhhkan- i
perekonomian masyarakat akibat bencana, deng:—m pemberzan bamuan
secara cepat dan tepat bagi korban bencana . rehabﬂztam rumah
masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan daemh

- Pasal 3

(1) Penerima bantuan peayedlaan dan rehabﬁfcam mmah yang 1&3
bagi korban bencana yaitu setlap rumah’ tangga horban bencana yan
rumahnya terkena bencana alam, dengan erteria sebagm helikut
a. penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dar
memiliki tabungan yang. mencukupz untuk menyewa a‘eau memb
rumah; dan S

b. memiliki sertifikat kepemzhkan tariah dan bangunan atau mem
Surat Keterangan Hak atas tanah yang Sah d1keiuark:an--0
Berwenang setempat. . S

(2) Penerima bantuan PFasilitasi - Rehabihtacsl Rumah Layak Hunz
Masyarakat yang terkena bencana dengan memenuhi I{miem S
berikut :
a. tidak memiliki aset tanah dan / atau bangunan dalam Kabﬁpaten/ Kota -

yang sama; :
b. penghasilan dibawah UMP daerah sei:empat yang ci}bu; =‘t:ii«;an
Surat Pernyataan bermaterai; dan 0
c. mendapatkan Surat Keterangan Tldak Mampu da
Desa. -

Pas‘al 4

(1) Bantuan diberikan dalam bentuk  barang: dan/atau ja
diberikan secara terus menerus/ bemlangwuiang ‘te‘tapl Sec'_
mermiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. - _

(2) Pemberian bantuan sebagaimana-dimaksud: pada ayat ( ).
pengajuan Proposal dari Bupatz /Walﬁ«:ota Kepada Gubemur’ meiaim_“
Kepala Dinas. il

| BAB'H |
BENTUK BANTUAN.

asal 5

(1) Bentuk Bantuan penyediaan dan rehabahta31 :mmah Van g iaya hu
korban bencana berupa : : : . :
a. bahan bangunan; dan
b. upah pembangunan fisik. B

(2} Bahan bangunan untuk mmah sebaffmmana dzmaksud_'pad ayat:{
huruf a diberikan kepada pezsemangan pemﬂzk 1111’11&111‘57
bencana. s

(3] Upah pembangunan fisik sebagaimana d1maksud pada aya‘t {
dlserahkan kepada permhk rumah yaﬁg terkena _’:bé:ncana untu

-uma,h yan:
terkena bencana dan memiliki ketez ampﬂa:ﬂ da}am pekez _]&al‘l rehabi
rumah. : i e

HEARD ?MMME{&T mmﬁmg
HURUE PRERARARSE

SE =

éggﬁg*%‘mzt _-_32;%_;‘;?& I




(4} Pengadaan bahan baﬂgunan dan upah pembanﬁunan f1sﬂ<: Sebagzu_
dimaksud pada ayat (1), dilakukan  sesuai - ketentuan Peratur an e
Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Ba:raﬂg/ J asa Pememnt'_ oo

5 Pasal 6

Besaran nilai bantuan Rehabﬂztas:t Rumah Layak Hum bagl Masyarakat yan
terkena bencana ditetapkan dengan Kepumsan Gubemur Lo :

. BAB I |
JENIS KEGIATAN

Pasal 7

(1) Jems Kegiatan Bantuan adalah Pemngkatan huahtas Rumah ‘mnggai type";. S

bagian lantai, dinding dan atap rumah tmggal deﬁgan tmgkat keru_
a. rusak ringan; _ - :
b. rusak sedang; atau
¢. rusak berat. C T

(2) Rusak ringan sebagaimana dzmaksud pada. ayat (l) huruf a , meliputi.
kerusakan 30% (tiga puluh persen) komponen s;tmktm alo o : :

(3) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) liui'“li;if'ib
kerusakan 45% (empat puluh lima persen) komponen struktu

(4) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Thuraf ‘b, melipu
kerusakan 65% (enam puluh lima persen) komponen sty uk’turai -

(5) RAB penanganan rehabilitasi rumah type 36 (tiga puluh. enam ndar
Kabupaten/Kota sebagalmana tercantum dalam Lampwan I--Pezaiurm
Gubernur ini. TR : :

BAB v .
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Fasal 8

(1} Persyaratan untuk m@mperoleh Bantuan P‘erbazkan Rumah M
aldbat Bencana mehputi
a. penetapan status siaga darmrat di Provmsn Kahmantan Barat
Gubernur; o
b. penetapan bencana dari Bupa“a dan / at'"tu Wahk@ta, :

c. permohonan tertulis yang diusulkan oieh Bupatl dam/ atau Wahk'
Kepada Gubernur melalui Dinas; g

d. penetapan calon penerima ba.ntua;n oleh Bupa‘ti daﬁ / atau Wahkota

e.

dokumentasi bangunan ruamah masyarakat _ v&ng mengaiam
kerusakan; dan :
f. penetapan calon penerima bantuan. o}eh kepala Dmas
(2) Contoh dokumentasi kerusakan bangunan rlunah aklb_
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf: e 'i:ercamum dalam Lamp
H Peraturan Gubernur ini. : -

5 Paéai 9

Perseorangan penerima bantuan memenuhl per syara‘ian sebagai bem 1

a. warga yvang bertempat tmggal dl c'ia.erah sekmangwkuran@nya_
tahun; '

b. memiliki tanah atau memiliki Surat Keterangan Hak atas ‘tanah_ ang
dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang setempat; - ' :

c. memiliki dan menghuni rumah aktabat bem:ana alam, dan'j-
d.
RARD FM@Z{&T m&m&«; i
BHURUIE .\ PEMRARARSS ms&?m E TR

1




- BABYV .
PENETAPAN LOKASI DAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

(1) Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengusuian mmah Sl
yang akan diperbaiki untuk diverifikasi. :

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oieh Tim,

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan oleh Gubetrnur.. AR g

{(4) Dinas melakukan seleksi calon penerima bantuan berdasarkan lokasx ya:ag RN
telah diverifikasi oleh Tim. FRTEN

(5) Setelah ditetapkan calon penerima bantuan maka Dinas menurunkan sz SEEESEN
untuk melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi kembali Penempan Frhan g
bantuan dan jumlah besaran bantuan yang - dzsesualkan demgam; SIREEE
kemampuan keuangan daerah. o

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN

"Pasal 11

(1) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa: dﬂakukam oleh:.-;-‘:-'__':
penyedia barang dan jasa sesuai perjanjian kerja dengan PPK B

(2) Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan jasa sebagalmm’za?.-
dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dﬂakukan dalam 1:1_".
(satu) tahap. RN e

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN -

Pasa} 12

(1) Gubernur melakukan Pemantaua.n dan evaluasi terhadap peiaksanaan:{; S
pemberian bantuan. . o
(2) Pemantauan dan evaluasi sebaga;mana dimaksud: pada avai (1) dllakukan e
oleh Dinas.
(3} Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sebagalmana dlmaksud-;
pada ayat (1) meliputi kegiatan: : : .
a. pengawasan dan pengendahaﬂ dan
b. evaluasi. ORI o
{(4) Hasil pemantauan dan eva}uam sebagalmana dzmaksud pada aya‘é: (1 :
dilaporkan kepada Gubernur. . : S

Pasal 13

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud daiam Pasai 12_;
ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas dan PPK. - Sl

(2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan penﬁendalzan’
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: Gubernur AT

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b-z s
dilakukan oleh Kepala Dinas. o e

HARD PRRANGHAT DEBRAM | ooy | g A
SR PRMBARAREA al m i

e i

o F




BAB VIII
SUMBER DANA -

' Pasal 14

Segala biaya vang dikeluarkan dengan dltetapkannya Pez aturan Gubemur ni
dibebankan pada: : _ R '
a. APBD; dan ' ' -
b. Sumber pendanaan lainnya y’mg sah dan’ tldak meng&kat sesu&u ket
peraturan per undang~undangan : : L

CBABIX
KEADAAN KAHAR

5 Pasal 15

(1) Keadaan kahar adalah suatu kejadian- yang 1erjad1 ch Iuar k{emam uam_’f
manusia dan tidak dapat dihindarkan, - sehingga suatu keglatan tld::
dilaksanakan atau tidak dapat dﬂa,ksanakan sebagmxnana mes‘cmya :

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimeaksud pada ayat (1), den a
peperangan, kerusuhan, revolusi,’ bencana alam; pemogr:skan kebaka:t
dan bencana lain yang harus dmyatakan oieh pegabat/mst” 181
berwenang. S

(3) Apabila terjadi keadaan kahar Sebagmmana dzmaksud pada ayat 2
ayat (2), maka pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu ‘sesug
dengan jumlah waktu yang hilang akibat keadaan kahar dlmaksu ARE
merubah bentuk bangunan atau mezubah Iokas.l pembangun '
ditetapkan dalam berita acara. :

BAB X
KETENT UAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dzundangkan :

Agar setiap orang mengetahumya memermtahkan peﬂgundanga __

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berﬂ:a Daerah P

Kalimantan Barat.
D1tetapkan ch Ponuanai{-
pada tanggal

~ MGUBERNUR :K%MANTAN_{B_AMT

S/6utaRMIDIL

Diundangkan di Pontlanak

pada tanggal 1p Aoy Ao

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR




b ﬁmwﬁﬁwﬂ@ Humm, GZ@ Qwﬂ ‘m,mumwzmu Humgmmmwm,z UWWM %@ZM&%&E wmm§E BANTUAN REHABI

RINCIAN NILAI BANTUAN
wmﬁ%?ﬁp@ RUMAH TINGGAL mgzgm .Emm ma
| KABUPATEN/KOTA

SI RUMAH AKIBAT BENCANA

S ERC BT O : . m,wwﬁ«nww mmmﬁmm%m

E T S Lo Jdumilah Hazga {Rp.) S T T e _

Ho. " Hebupaten [ Hota - o : R R SRR .&gwuﬂﬁwﬁr - Pembuiatan ’ mmwumm.m m&%mmw @mﬁm«

atap ' lamtai Dinding se%. as% Cesw
1" |Kota Pontianalk 8,682,989.90 | - 32,495942 50 26,407,310.85.| - 167,586,243.25 | '67,586,000.00 | *. 20,275,800.00 | .. 30,413,700.00 43,930,900.00
2 |Kabupaten Mempawah 9,542,024.44 31,758,933.50" ©26,827,431.60 ] 68,128,389.547 "68,128,000,00 | 1 20,438,400.00 | 30,557,600.00 44,283,200.00
3 |Kota Singkawang 9,302,743.85 32,110,895.01: 36,462,708.17 67,876,347.07 | '67,876,000.00 | "20,362,800.00 | - 30,544,200.00 44,119,400.00
4 . |Kabupaten Sambas 9,686,255.06 32,686,775.21 27,482,766.48 1 69,855,796.75 | 169,855,000.00] - 20,956,500.00 | 31,434,750.00 45,405,750.00
5 |Kabupaten Bengkayang 9,965,735.73 31,599,071,00 28,387,991.76 59,952,799.49 | 69,952,000.00] 20,985600.001 31,478,400.00 45,468,800.00
& |Kabupaten Kubu Raya 10,909,563.63 31,937,528.21 33,402,343.11 76,249,434.95 1 °75,249,000.00 | 22,374,700.00 | 34,312,050.00 49,561,850.00
7 |Kabupaten Landak 9,602,021.18. 32,880,641.50 26,359,108.84 88,971,766.52 | 68,971,000.00 |- 20,651,300.00 |  31,036,950.00 44;831,150.00°
8 [Kabupaten Sanggau 9,666,011.63" 31,647,837.76 . 26,680,207.89 67,994,057.28 | 67,994,000,00° © 20,398,200.00 | 30,597,300.00 44, 196,100.00
9 jKabupaten Sekadau. .9,568,741.99 | ...82,130487.76 | .....26,208,254,57 | .. 67,007,484.32 |. 67,907,000.00.| .. 20,372,100.00 |- 30,558,150.00-| - - 44,129.550.00
10 {Kabupaten Sintang 9,948,893.95 32,130,487.76 25,889,750.03 68,969,131.73 | 68,965,000.00 | 20,690,700.00 | 31,035,050.00 44,899,850.00
11 |Kabupaten Melawi 10,67 1,476.30 33,260,640.13 25,326,510.03 69,258,526.46 | 69,258,000.00 | 20,777,400.00 | 51,166,100.00 45,017,700.00
12 |Kabupaten Kapuas Hulu 10,992,956.85 33,563,873.00 36,741,198.58 81,298,028.43 | 51,298,000.00 ] 24,380,400.00 | 236,584,100.00 52,843,700.00
13 |[Kabupaten Ketapang 8,302,218.62 33,493,950.00 25,326,510.03 68,122,678.64 | 68,122,000.00] 20,436,600.00 1 30,652,900.00 44 7770,300.00
14 [Kabupaten Kayong Utara 9,670,753.27 33,089,528.50 35,746,473.47 68,506,755.24 1 68,505,000.00 ] 20,551,800.00 | 30,827,700.00 44,538,900.00

A’GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, &

SUTARMIDJI




LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR .7 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA

CONTOH DOKUMENTASI KERUSAKAN BANGUNAN AKIBAT BENCANA-
KATAGORI RUSAK RINGAN

1. ATAP

2. DINDING




KATAGORI RUSAK SEDANG

ek

ATAP DAN DINDING

2. DINDING DAN LANTAI

3. DINDING




KATAGORI RUSAK BERAT
ATAP, LANTAI DAN DINDING

SUTARMIDJI




